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PEMERinTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Teleport : 45124 ] 2
M E D A N-2 0 1 1 2

PERATURAN WALT KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERU BAHAN ATAS PERATURAN WALT KOTA MEDAN
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN

INDIKATQR K1NERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANS1
PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALT KOTA MEDAN,

Meninibang : a . bahwa dengan berakhirnya periode Rericana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kota
Medan Tahun 2011-2015, maka; Peraturan Wall
Kota Medan Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineija
Utama Di Lingkungan Tnstansi Pemerintah Kota
Medan dipandang periu dilakukan pcnycsuaian
dari segi pengaturannya;

b. bahwa berdasarkan pertirabangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a periu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wall Kot.a Medan Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kincrja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Kota Medan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pernben tukan Daerah Otoridm Kota-Kota Resar
Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera
Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Nomor 1092) ;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi , Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) , sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Ivembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapau
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintab Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkal II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Rayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun , Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun , Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Ketja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Peiaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4616) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741J ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pernbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817}'

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasionat
Tahun 2004-2009;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310J;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/ M . PAN/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/ M.PAN /11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036};
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Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Keija Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 3f Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Keija Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kota Medan Tahun 2006 - 2025 (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 14) ;

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2014 Nomor 34) , sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30
Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama Di Lingkungan Tnstansi Pemerintah Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 30) , diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Setiap instansi Pemerintah Daerah wajib menetapkan indikator
kinerja utama yang selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Wali Kota menetapkan indikator kineija utama SKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Unit Keija Mandiri di bawahnya dengan
memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Indikator Kineija Utama Instansi Pemerintah Daerah harus
selaras antar tingkatan unit organisasi dan selaras dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Medan Tahun Tahun 2016-2021.

(2) Indikator Kineija Utama pada setiap tingkatan unit organisasi
mcliputi indikator kinerja keluaran { outputy dan hasil (outcome)
dengan tatanan sebagai berikut:
a, indikator kineija utama pada tingkat Pemerintah Daerah

minimal adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan
kewenangan, tugas, dan fungsi dan;

b. Indikator kineija utama pada unit organisasi setingkat
eselon II/Satuan Kerja/SKPD/ Unit Keija Mandiri minimal
adalah indikator keluaran (output).

4, Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus
mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu:
a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Medan Tahun Tahun 2016-2021, rencana strategis, kebijakan
umum, dan dokumen strategis lainnya yang relevan;

b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
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c. kebutuhan informasi kineija untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kineija;

d. kebutuhan data statistik Pemerintah Daerah; dan
e. keiaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu

pengetahuan.

Pasal II

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diimdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS ftAERAH KOTA MEDAN,

SYAU^yL B/CHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 20.


